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LISTRIK DI KECAMATAN DELI TUA 

 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam 

penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua. Permasalahan kabel listrik 

yang tidak tertata menimbulkan risiko keselamatan serta mengganggu estetika 

ruang wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan narasumber dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, pihak 

PLN, serta masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi 

kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

telah berjalan, khususnya melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN. 

Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, 

komunikasi yang belum optimal kepada masyarakat, serta kendala teknis pada 

jaringan yang sudah terpasang sebelumnya.Dengan demikian, implementasi 

kebijakan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan peningkatan dalam 

aspek koordinasi, sumber daya, serta sosialisasi kepada masyarakat. 

 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Tata Ruang, Penataan Kabel Listrik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.2 Latar Belakang 

 

Pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan infrastruktur energi, 

khususnya jaringan listrik, merupakan komponen penting dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah. Jaringan listrik tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana distribusi energi, tetapi juga menjadi elemen fisik 

yang membentuk struktur ruang wilayah. Oleh karena itu, penataannya 

harus mengikuti prinsip keselamatan, ketertiban, serta keserasian tata ruang. 

Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, ketentuan tersebut telah 

dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya Pasal 46 yang mengatur bahwa 

pengembangan jaringan tenaga listrik wajib memperhatikan aspek 

keselamatan dan keamanan. Ketentuan ini sekaligus menjadi pedoman bagi 

pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengendalikan pemanfaatan 

ruang di sepanjang koridor jaringan energi. 

Meskipun kerangka regulasi telah disusun, kondisi faktual di 

lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara 

ketentuan dalam Perda dan implementasinya. Di Kecamatan Deli Tua, salah 

satu wilayah padat penduduk di Kabupaten Deli Serdang, masih banyak 

ditemukan jaringan kabel 
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listrik yang tidak tertata dengan baik. Kabel-kabel tersebut kerap terlihat 

menggantung rendah, bertumpuk pada satu tiang, bahkan bercampur dengan 

kabel telekomunikasi milik berbagai operator. Keadaan ini bukan hanya 

mengganggu estetika ruang, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan 

seperti korsleting, kebakaran, serta potensi tersangkut kendaraan besar. 

Situasi tersebut menandakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang di 

koridor jaringan listrik belum dilakukan secara optimal. 

Fenomena kabel semrawut seperti yang terjadi di Deli Tua bukanlah 

masalah lokal semata, melainkan masalah umum yang banyak disoroti 

dalam kajian akademik. Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliana 

(2020) menunjukkan bahwa kabel udara yang menumpuk dan tidak tertata 

merupakan dampak dari lemahnya koordinasi antarlembaga, baik antara 

pemerintah daerah maupun penyedia utilitas. Temuan tersebut sejalan 

dengan hasil Silalahi (2023), yang menegaskan bahwa tumpang tindih 

kewenangan antara pemerintah daerah dan PLN berkontribusi besar 

terhadap penumpukan kabel di ruang publik. Selain itu, menyoroti bahwa 

jaringan kabel yang padat dan tidak teratur dapat meningkatkan risiko 

kebakaran, terutama di wilayah permukiman padat. 

Di sisi lain, penelitian terkait implementasi kebijakan tata ruang juga 

memperlihatkan bahwa pengendalian ruang sering kali tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Pratama (2022) dalam penelitiannya di Kota 

Bandung menemukan bahwa banyak ketentuan zonasi jaringan energi dalam 

RTRW tidak terlaksana di lapangan akibat lemahnya pengawasan 
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pemerintah daerah. Implementasi kebijakan  penataan  utilitas  

dipengaruhi  oleh  empat  faktor  utama  yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, sebagaimana dijelaskan dalam 

teori implementasi George C. Edwards III. Faktor- faktor tersebut sangat 

relevan dalam melihat implementasi Perda No. 1 Tahun 2021 di Kecamatan 

Deli Tua. 

Jika dikaitkan dengan konteks Deli Tua, permasalahan kabel 

semrawut muncul dari kombinasi berbagai faktor. Pertama, pengawasan 

pemanfaatan ruang yang belum berjalan konsisten, terutama dalam 

memastikan jarak aman jaringan listrik dan penataan utilitas yang berada di 

tiang PLN. Kedua, kurangnya koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan 

utilitas udara, mengingat banyak kabel telekomunikasi dipasang menempel 

pada tiang listrik tanpa penertiban terpadu. Ketiga, keterbatasan sumber 

daya baik dari sisi anggaran maupun tenaga penertiban. Keempat, 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan jaringan 

kabel, misalnya dengan menambah sambungan liar atau memanfaatkan 

tiang listrik untuk kepentingan pribadi. Kombinasi dari berbagai faktor ini 

menyebabkan keberadaan kabel semrawut tetap bertahan meskipun telah 

ada aturan tegas dalam Perda. 

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada keselamatan 

masyarakat, tetapi juga berdampak pada kualitas tata ruang Kecamatan Deli 

Tua secara keseluruhan. Ketidakteraturan jaringan kabel menciptakan citra 

lingkungan yang tidak tertata dan memperlihatkan lemahnya implementasi 
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kebijakan tata ruang di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian 

mendalam mengenai implementasi Perda RTRW No. 1 Tahun 2021 dalam 

penataan kabel listrik di Kecamatan  Deli Tua  untuk  mengetahui  sejauh  

mana  ketentuan  kebijakan dilaksanakan, hambatan-hambatan yang 

muncul, serta solusi yang dapat diterapkan secara faktual. 

Dari berbagai literatur, sejumlah solusi telah direkomendasikan 

untuk mengatasi permasalahan kabel semrawut. Salah satunya adalah 

peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, PLN, dan penyedia kabel 

telekomunikasi melalui pembentukan tim pengawasan utilitas terpadu. 

Selain itu, beberapa daerah telah menerapkan Sarana Jaringan Utilitas 

Terpadu (SJUT) berupa ducting bawah tanah sebagai upaya jangka panjang 

untuk menata kabel agar lebih aman dan estetis. Namun, efektivitas solusi 

tersebut sangat bergantung pada kondisi lapangan di masing-masing 

wilayah, termasuk ketersediaan anggaran, kesiapan kelembagaan, dan 

komitmen para pemangku kepentingan. 

Penelitian ini penting dilakukan karena meskipun berbagai kajian 

sebelumnya telah membahas permasalahan penataan jaringan kabel listrik 

dan utilitas, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis 

penataan atau koordinasi antar lembaga secara umum. Sementara itu, 

penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan tata ruang 

daerah, khususnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dalam penataan 

jaringan kabel listrik di tingkat kecamatan, masih terbatas 

Berdasarkan kondisi yang terjadi di Kecamatan Deli Tua, dapat dilihat 
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bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam penataan jaringan kabel 

listrik, seperti kabel yang tidak tertata, menggantung rendah, serta bercampur 

dengan kabel lain yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi 

masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, 

khususnya dalam penataan jaringan listrik, belum berjalan secara optimal di 

lapangan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam aspek komunikasi kepada 

masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antar instansi yang 

belum maksimal. 

Kondisi tersebut menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini, 

untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan, 

serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penataan 

jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penataan 

Jaringan Kabel Listrik di Kecamatan Deli Tua”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, maka penulis 

menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi peraturan daerah RTRW No. 1 Tahun 2021 dalam penataan 

jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah deli 

serdang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang penataan kabel listrik yang 

semrawut sesuai di kecamatan deli tua, khususnya pasal 46. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, 

khususnya dalam memahami implementasi kebijakan penataan 

ruang dan jaringan utilitas di tingkat lokal. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran mengenai pentingnya penataan jaringan kabel listrik yang 

tertib dan aman 

3. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi 

peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji kebijakan tata ruang, 

penataan jaringan utilitas, dan keselamatan ruang publik pada skala 

wilayah yang berbeda. 

1.5 Sistematika Penulisan  
 

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi alasan mengapa penelitian dilakukan. Menjelaskan latar 

belakang masalah, pertanyaan penelitian (rumusan masalah), 

tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan. 

BAB II URAIAN TEORITIS  

Berisi teori-teori dan penelitian sebelumnya yang mendukung 
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penelitian. Bagian ini menjelaskan konsep-konsep yang 

digunakan, pandangan para ahli, serta kerangka berpikir yang 

menjadi dasar penelitian. Tujuannya agar penelitian punya 

landasan teori yang kuat dan jelas. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Menjelaskan cara penelitian dilakukan. Bagian ini memuat jenis 

penelitian, kerangka konsep penelitian, siapa yang diteliti (sampel 

atau informan),cara mengumpulkan data, bagaimana data akan 

dianalisis, serta lokasi dan waktu penelitian,   

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Hasil 

penelitian ditampilkan sesuai fakta, kemudian dibahas dengan 

menghubungkannya pada teori yang digunakan.  

BAB V PENUTUP  

Berisi rangkuman dari keseluruhan penelitian. Bagian ini 

menegaskan kembali tujuan penelitian, hasil utama yang diperoleh, 

serta memberikan saran atau rekomendasi agar penelitian 

bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1 Kebijakan Dan Kebijakan Publik 

 

2.1.1 Kebijakan 

 

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa 

Yunani “polis”berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa 

Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian 

masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” 

atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor 

(misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan 

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 

kebijaksanaan adalah anak dari integritas yaitu integritas terhadap prinsip, 

dan ibunya adalah kerendahan hati dan ayahnya adalah keberanian.  

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan dapat didefinisikan 

sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, 

untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak 

(aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai 

masalah yang dihadapi. Lebih lanjut Nugroho (2012) mengemukakan 

bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, yaitu: Pertama, hal hal 

yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak 

dikerjakan. Kedua, berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun 

konvensi-konvensi. Ketiga, merupakan perwujudan kerjasama badan 
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legislatif dan badan eksekutif. 

Dalam konteks pemerintahan, kebijakan tidak hanya dimaknai 

sebagai keputusan tertulis, tetapi juga sebagai sikap dan tindakan yang 

mencerminkan kehendak pemerintah dalam merespons suatu permasalahan. 

Oleh karena itu, kebijakan secara etimologis mengandung makna adanya 

tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui serangkaian pilihan dan tindakan 

yang dilakukan secara sadar dan terarah. Pengertian ini menegaskan bahwa 

kebijakan merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam mengelola 

kepentingan publik dan mencapai tujuan pembangunan. 

Menurut Fauzan (2024), kebijakan merupakan serangkaian keputusan 

yang dibuat oleh pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tidak 

hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan tindakan nyata 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

2.1.2 Kebijakan Publik 

 

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, 

karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan 

meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang 

telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan 

sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh 

pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksana-
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kan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh 

pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan 

diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye 

(2001) menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di 

antaranya : 

1. Identifikasi masalah kebijakan 

 

2. Penyusunan agenda 

 

3. Perumusan kebijakan 

 

4. Pengesahan kebijakan 

 

5. Implementasi kebijakan 

 

6. Evaluasi kebijakan. 

 

Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (2017), kebijakan 

merupakan “a projected program of goals, values and practices”, yaitu suatu 

program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang didasarkan 

pada nilai-nilai serta diwujudkan melalui tindakan atau praktik. 

Dalam buku yang sama James E. Anderson (2015) mendefinisikan 

kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat,kelompok,instansi 

pemerintah) atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan 

tertentu.Pembicaraan tentang kebijakan tidak terlepas dari kaitan 

kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun 

masyarakat secara umum. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan 

publik, ada baiknya dibahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam 

kebijakan publik (Young dan Quinn, 2002, sebagaimana dikutip Edi Suharto 
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2010), yaitu sebagai berikut : 

1. Tindakan pemerintah yang berwenang.Kebijakan publik adalah tindakan 

yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki 

kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukannya. 

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 

berkembang di masyarakat. 

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukan merupakan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan 

tertentu demi kepentingan orang banyak. 

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial.Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan 

berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh 

kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan 

tindakan tertentu. 

Menurut Thomas R. Dye (2017), kebijakan publik adalah apa pun 

yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (public policy 

is whatever government chooses to do or not to do). Pengertian ini 

menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup seluruh tindakan maupun 

keputusan pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak bertindak dalam suatu 

permasalahan publik. 
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2.2 Implementasi dan Implementasi Kebijakan 

 

2.2.1 Implementasi 

 

Menurut William N. Dunn (2020), implementasi merupakan proses 

pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai tindakan nyata, sumber 

daya, serta aktor yang berperan dalam mewujudkan tujuan kebijakan. 

Implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan 

penyesuaian dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam konteks 

administrasi publik dan pemerintahan, implementasi dipahami sebagai 

tahapan lanjutan setelah suatu kebijakan, aturan, atau keputusan ditetapkan. 

Tahap ini menjadi krusial karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya 

ditentukan oleh perumusan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan para 

pelaksana dalam menjalankan dan menyesuaikannya dengan kondisi nyata 

di lapangan. Dengan demikian, implementasi merupakan jembatan antara 

norma tertulis dan realitas praktik. 

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat 

menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan 

dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif 

keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. 

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah 

dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya 

mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi 

masyarakat. 

Menurut Edwards III dalam Fauzan (2024), terdapat empat variabel 
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utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat 

variabel tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena 

masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan 

kebijakan secara efektif. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan 

konsistensi penyampaian isi aturan kepada pelaksana. Sumber daya 

mencakup ketersediaan tenaga pelaksana, anggaran, informasi, serta 

fasilitas pendukung yang diperlukan. Disposisi merujuk pada sikap, 

komitmen, dan tingkat kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan yang telah 

ditetapkan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian 

tugas, prosedur kerja, serta koordinasi antarunit pelaksana. Keempat unsur 

tersebut harus berjalan secara seimbang agar implementasi dapat 

berlangsung secara efektif. 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Setyawan dkk. (2021), 

implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam kebijakan. Implementasi dipengaruhi oleh kejelasan 

tujuan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, serta 

hubungan dan koordinasi antarorganisasi. Selain itu, kondisi lingkungan 

sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi proses implementasi. 

Pandangan ini menekankan bahwa implementasi tidak berdiri sendiri, 

melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang 

saling berkaitan. 
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Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Fauzan (2024), 

implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang 

dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, kemampuan kebijakan dalam 

mengarahkan perilaku pelaksana, serta dukungan dari lingkungan sosial 

yang mendukun x. Mereka menekankan pentingnya kejelasan substansi 

aturan, kemampuan aturan tersebut untuk mengarahkan perilaku pelaksana, 

serta dukungan dari lingkungan sosial di sekitarnya. Implementasi juga 

dipengaruhi oleh komitmen para pelaksana dan keberlanjutan pelaksanaan 

dalam jangka waktu tertentu. Pandangan ini menunjukkan bahwa 

implementasi bukanlah proses yang bersifat instan, melainkan berlangsung 

secara bertahap dan memerlukan konsistensi. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu aturan yang melibatkan 

berbagai unsur, seperti kejelasan komunikasi, kecukupan sumber daya, 

sikap pelaksana, struktur organisasi, serta kondisi lingkungan. Implementasi 

yang tidak didukung oleh unsur-unsur tersebut cenderung menghadapi 

hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, konsep implementasi 

digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini untuk menganalisis 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah dalam penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli 

Tua. 

2.2.2 Implementasi Kebijakan 

 

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edwards 
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III untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam implementasi 

kebijakan publik terutama pada pasal 46 Peraturan Daerah No.1 Tahun 

2021 Kec. Deli Tua.Penulis menggunakan teori Edward III karena sangat 

relevan yang menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat 

ditentukan oleh faktor- faktor pelaksanaan, bukan semata-mata oleh kualitas 

peraturan yang dirumuskan. 

Selain itu Edwards III mengemukakan empat variable kunci dalam 

implementasi yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan publik, yaitu: 

1) Komunikasi 

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan menurut Goerge C. Edwards III, adalah komunikasi. Komunikasi, 

menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila 

para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. 

2) Sumber daya 

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya 

dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C. Edwards 

IIImeskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 

maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat 

berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan 

sumber daya finansial. 
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3) Disposisi 

 

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan 

adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel 

disposisi, menurut Goerge C.Edwards III, adalah: Pengangkatan birokrat, 

disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang 

nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak 

melaksanakan kebijakankebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat 

tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana 

kebijakan haruslah orang orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

4) Struktur Birokrasi 

 

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. 

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau 

para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan 

kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena 

terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu 

kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi 

tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan 

menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan 

menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah 

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan. 

Menurut Grindle dalam Subarna dkk. (2024), keberhasilan 
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implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu content 

of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks 

implementasi). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang terlibat, jenis 

manfaat yang dihasilkan, serta tingkat perubahan yang diinginkan dari 

kebijakan tersebut. Sedangkan konteks implementasi mencakup kondisi 

sosial, ekonomi, politik, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan. Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok 

sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang 

diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari 

sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah 

kebijakan 

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan kebijakan 

yang melibatkan berbagai komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan 

oleh kejelasan komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, 

struktur organisasi, serta dukungan lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, 

konsep implementasi kebijakan publik digunakan sebagai landasan teori 

untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penataan jaringan kabel listrik 

di Kecamatan Deli Tua. 

2.3 Penataan 

 

Penataan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan 
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keteraturan dan kesesuaian antara perencanaan, pemanfaatan, serta 

pengendalian terhadap suatu objek atau ruang tertentu. Penataan tidak hanya 

berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pengaturan aktivitas, 

sistem, dan perilaku yang terjadi di dalamnya. Dalam konteks pembangunan 

dan pengelolaan wilayah, penataan menjadi instrumen penting untuk 

menghindari ketidakteraturan, konflik pemanfaatan, serta potensi risiko 

yang dapat merugikan masyarakat. 

Menurut Sutaryono (2021), penataan merupakan upaya pengaturan 

pemanfaatan ruang yang dilakukan secara sistematis agar sesuai dengan 

fungsi dan daya dukung lingkungan. Penataan bertujuan untuk menciptakan 

keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan 

lingkungan.. Penataan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara 

kebutuhan pembangunan dan daya dukung lingkungan, sehingga ruang 

dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif. 

Dalam pandangan ini, penataan memiliki peran strategis dalam 

mengarahkan penggunaan ruang agar tertib dan berkelanjutan. 

menurut Jayadinata (2020), penataan merupakan kegiatan 

pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk 

menciptakan keteraturan, kenyamanan, serta keamanan dalam suatu 

wilayah. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penataan merupakan proses pengaturan, pengendalian, dan 

pengorganisasian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara terencana untuk 
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menciptakan keteraturan, keselamatan, serta kesesuaian dengan fungsi 

ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.Sementara itu, 

Jayadinata memandang penataan sebagai kegiatan penyusunan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan 

keteraturan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Penataan 

dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik penggunaan ruang serta 

mengurangi dampak negatif pembangunan yang tidak terkendali. Dalam 

pandangan ini, penataan berfungsi sebagai alat pengendali agar 

pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Rustiadi, Saefulhakim, dan Panuju (2021) menyatakan bahwa 

penataan merupakan proses pengorganisasian ruang yang mencakup 

pengaturan struktur dan pola ruang secara terpadu untuk mendukung 

aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tanpa adanya penataan  

yang baik, aktivitas manusia dapat menimbulkan ketidakteraturan, 

degradasi lingkungan, serta berbagai permasalahan sosial. Lebih lanjut, 

Faludi memandang penataan sebagai upaya sistematis dalam mengarahkan 

penggunaan ruang melalui perencanaan dan pengaturan yang didukung oleh 

aturan dan kebijakan. Penataan diposisikan sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, dengan menekankan pentingnya 

koordinasi, kepatuhan terhadap aturan, serta pengawasan dalam 

pelaksanaannya. 

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penataan merupakan proses yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, 
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yang mencakup pengaturan, pengendalian, dan pengorganisasian 

pemanfaatan ruang atau sistem tertentu. Penataan bertujuan untuk 

menciptakan keteraturan, keselamatan, dan kesesuaian antara rencana dan 

pelaksanaan di lapangan. Dalam penelitian ini, konsep penataan digunakan 

sebagai landasan untuk menganalisis upaya pengaturan jaringan kabel listrik 

agar tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku di 

Kecamatan Deli Tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2021), metode penelitian kualitatif merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

bersifat alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai teknik 

seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data 

yang lebih akurat dan mendalam. 

Dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara 

rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh 

mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Dalam 

Rangka Mengatasi kabel listrik yang semrawut di daerah Kec deli tua 

Kabupaten Deli Tua. 

Menurut Izharsyah (2020) Pendekatan deskriptif dengan analisis 

kualitatif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang menyelidiki 

dengan memaparkan secara rinci situasi yang melingkupi subjek kajian 

berdasarkan fakta- fakta yang ada saat ini. 

Kemudian menurut Basrowi dalam Ultavia (2023) melalui penelitian 

kualitatif mengatakan jika peneliti bisa mengidentifikasi subjek dan 

merasakan apa yang dirasakan subjek dalam kehidupan sehari- hari. Pada 

penelitian kualitatif peneliti akan mengerti latar belakang suasana serta 

kejadian natural sesuai dengan yang sedang diteliti. Dari setiap 
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kejadian tersebut merupakan objek yang unik, karena berlainan 

konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menguasai situasi 

dengan memusatkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam 

mengenai potret suatu kondisi yang natural (natural setting) 

3.2 Kerangka Konsep 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Definisi Konsep 

 

Konsep merupakan suatu gagasan atau pemikiran yang bersifat 

abstrak dan digunakan sebagai alat untuk memahami serta membatasi ruang 

lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, definisi konsep digunakan untuk 

memperjelas fokus kajian agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
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Berdasarkan uraian teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep 

penelitian ini mengacu pada model implementasi George C. Edwards III, 

yang menekankan empat faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi, Sebagai proses penyampaian kebijakan dari pembuat 

kebijakan kepada para pelaksana dan pihak terkait. Kebijakan harus 

disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar tidak 

menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya di 

lapangan. 

2. Sumber daya, Ketersediaan aparatur yang kompeten, anggaran, 

kewenangan, serta sarana dan prasarana menjadi faktor penting 

untuk menunjang tercapainya tujuan kebijakan. 

3. Disposisi (Sikap Pelaksana), Sikap pelaksana yang mendukung akan 

mendorong pelaksanaan kebijakan secara optimal, sedangkan sikap 

yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan dalam 

implementasi kebijakan. 

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang jelas, disertai dengan 

prosedur kerja yang teratur, akan mempermudah koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan secara efektif. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel 

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 

penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi 
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dalam penelitian ini antara lain yaitu :  

a). Adanya komunikasi dalam melaksanakan kebijakan 

b). Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan 

c). Adanya disposis dalam implementasi kebijakan 

d). Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan 

3.5 Narasumber 

Narasumber dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu 

dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus 

penelitian. Narasumber dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, 

kewenangan, dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan 

penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua. Adapun narasumber 

dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Ketua Bidang Tata Ruang  

Nama   : Ari Martiansyah S.T 

Umur  : 59 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Kabid Tata Ruang 

 

2. Pihak PLN  

Nama   : Rudi S.T 

Umur  : 29 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Petugas PLN   

3. Masyarakat  

Nama   : Elvi Susanti 

Umur  : 38 
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Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : Wiraswasta  

4. Masyarakat 

Nama   : Hernawati 

Umur  : 51 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : Wiraswasta  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: 

a) Data Primer Data primer adalah sumber informasi utama yang 

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses 

penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden 

atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data 

primer dapat berupa 

hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui 

angket. Sulung & Muspawi (2024). 

b) Data Skunder Data sekunder adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. 

Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti 

melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti 

dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain 

Sulung & Muspawi (2024). 

 

 



26 

 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Menurut Miles dan Huberman (2014) kegiatan analisis terdiri dari 

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara 

bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan 

proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum 

yang disebut “analisis.” 

a). Reduksi Data 

 

Menurut Sugiyono dalam Salim, dkk (2022), reduksi data adalah 

“ merangkum, meilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting yang sesuai dengan topic penelitian, mencari 

tema dan polanya, pada akhirnya akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya”. Reduksi data merupakan salah 

satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi 

data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. 
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b) Penyajian Data 

 

Menurut Sugiyono dalam Salim, dkk (2022) dalam penelitian 

kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, 

flowchart, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, 

namun yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah 

dengan menggunakan teks naratif. “melalui penyajian data teks 

naratif, maka data dapat terorganisasikan dan tersusun sehingga 

akan semakin mudah dipahami”. 

c) Penarikan Kesimpulan 

 

Menurut Sugiyono dalam Salim, dkk (2022) “kesimpulan dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal , tetapi 

mungkin juga tidak, karena masalah dan perumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan”. Penarikan 

kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan. 

3.8 Lokasi Penelitian dan Waktu Penlitian 

 

Waktu dan Lokasi penelitian merupakan tempat bagian penting 
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dalam pelaksanaan penelitian. Lokasi penelitian berada dikantor Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruangdi Jl. Tengku Raja Muda No.40, Petapahan, 

Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20511 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2025 – April 2026. 

 

Gambar 3.2 lokasi penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Dalam bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama 

melakukan kegiatan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui 

komunikasi langsung dengan para narasumber yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disusun 

sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis dalam 

penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penataan jaringan kabel 

listrik di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang.  

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari empat orang 

informan, yaitu satu orang Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, satu orang dari pihak PLN, serta dua 

orang masyarakat Kecamatan Deli Tua. Untuk mendukung hasil penelitian, peneliti 

akan mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para 

informan. Deskripsi tersebut disusun berdasarkan karakteristik jawaban masing-

masing narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga dapat 

memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. 

4.1.1 Deskripsi Narasumber 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap 
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narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori 

menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan.Sehingga dapat memudahkan dalam 

pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik dan jawaban 

narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini 

selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokan menjadi dua 

kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan 

jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing masing 

kategori tersebut.:  

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

1 Laki-laki 2 50% 

2 Perempuan 2 50% 

 Jumlah 4 100% 
Sumber : Data wawancara tahun 2026 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber jenis 

kelamin perempuan dengan persentase 50% dan jenis kelamin laki – laki dengan 

persentase 50 %. 

b. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur 

Berdasarkan umur narasumber dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok 

yaitu: 
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Tabel 4. 2 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur Frekuensi Presentase 

1 25 - 35 1 20% 

2 36 - 44 1 20% 

3 45 - 60 2 60% 

 Jumlah 4 100% 
Sumber : Data wawancara tahun 2026 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan umur 

25-35 tahun lebih banyak yaitu sebanyak 1 narasumber dengan presentase 20%, 

sedangkan usia 36-44 frekuensi 1 narasumber dengan presntase 20%, sisanya 

berasal dari narasumber dengan umur 45 – 60 yaitu sebanyak 2 narasumber dengan 

persentase 60% 

C. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi 

dua kelompok yaitu narasumber dengan S1, dan SMA. Pada tabel 4.3berikut 

disajikan untuk masing-masing kategori tersebut. 

Tabel 4. 3 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan 

No Pendidikan Frekuensi Presentase 

1 Sarjana 2 50% 

2 SMA 2 50% 

 Jumlah 4 100% 
Sumber : Data wawancara tahun 2026 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki 

perbandingan dengan Sarjana frekuensi 2 narasumber atau 50%, dan SMA 

frekuensi 2 orang atau dengan presentase 50%. 

4.1.2 Penyajian Data  

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan 

Bapak Ari Martiansyah S.T selaku Kepala Bidang Tata Ruang Lubuk Pakam, 
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Bapak Rudi S.T selaku vendor PLN Deli Tua Ibu Elvi Susanti dan Ibu Hernawati 

selaku masyarakat Deli Tua. 

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, penulis dapat menyajikan 

data meliputi aspek – aspek sebagai berikut: 

a. Adanya Proses Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan 

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Kamis tanggal 

02 April 2026 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Ari Martiansyah S.T. selaku Kepala 

Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, 

beliau menjelaskan bahwa pihaknya telah memahami dan mengetahui keberadaan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW). Peraturan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam mengatur pemanfaatan 

ruang, termasuk dalam penataan jaringan kabel listrik agar lebih tertib dan sesuai 

dengan peruntukan ruang. Dalam hal komunikasi, beliau menyampaikan bahwa 

koordinasi antar instansi telah dilakukan secara rutin, khususnya dengan pihak PLN 

sebagai pelaksana teknis di lapangan. Komunikasi ini biasanya dilakukan melalui 

rapat koordinasi, penyampaian surat resmi, maupun komunikasi langsung ketika 

terdapat kegiatan di lapangan 

Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau: 

“Untuk komunikasi, biasanya kami lakukan melalui rapat koordinasi 

dengan instansi terkait, termasuk dengan PLN. Selain itu juga ada 

penyampaian melalui surat atau komunikasi langsung jika ada kegiatan 

di lapangan.” 
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Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa komunikasi tersebut lebih 

banyak difokuskan pada instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan 

kebijakan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, beliau juga mengakui 

bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum dilakukan secara 

maksimal. Sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh, 

sehingga pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih terbatas.  

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi di tingkat 

instansi sudah berjalan, namun belum sepenuhnya menjangkau masyarakat sebagai 

penerima dampak kebijakan. 

Kemudian Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Rudi S.T 

selaku Vendor PLN pada Senin tanggal 06 April 2026 pukul 10.00 WIB. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pihak PLN memperoleh informasi 

terkait kebijakan penataan jaringan kabel listrik melalui koordinasi dengan 

pemerintah daerah, khususnya dinas yang menangani penataan ruang. 

Beliau menjelaskan bahwa komunikasi antara PLN dan pemerintah daerah 

memang sudah terjalin, terutama dalam bentuk rapat koordinasi maupun 

komunikasi langsung ketika terdapat kegiatan di lapangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan kerja sama antara kedua pihak dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Informasi biasanya kami dapat dari dinas melalui rapat atau 

komunikasi langsung. Koordinasi memang ada, tapi di lapangan kadang 
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masih perlu penyesuaian karena kondisi jaringan yang sudah ada 

sebelumnya.” 

Lebih lanjut, beliau juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan di 

lapangan, sering kali terdapat kendala yang berkaitan dengan kondisi jaringan yang 

sudah lama terpasang. Hal ini menyebabkan penyesuaian terhadap kebijakan tidak 

dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus dilakukan secara bertahap. 

Selain itu, komunikasi yang dilakukan masih bersifat situasional, artinya belum 

dilakukan secara rutin dalam bentuk sistem yang terstruktur. Hal ini menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara PLN dan 

pemerintah daerah sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih 

efektif dan terkoordinasi dengan baik. 

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Selasa 07 April 

2026 Pukul 10.00 WIB dengan ibu elvi susanti, selaku masyarakat  Kecamatan Deli 

Tua, beliau menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai 

adanya peraturan tersebut. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Kalau soal aturan itu saya kurang tahu, karena memang tidak pernah ada 

sosialisasi langsung ke masyarakat. Paling hanya tahu dari pembicaraan 

orang sekitar saja.” 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa informasi mengenai 

kebijakan belum tersampaikan secara langsung kepada masyarakat. Pengetahuan 

masyarakat lebih banyak diperoleh dari informasi tidak resmi, seperti percakapan 
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dengan warga sekitar. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa kondisi kabel 

listrik di lingkungan tempat tinggalnya masih terlihat kurang tertata, sehingga 

menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan secara maksimal. 

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi kepada masyarakat 

berpengaruh terhadap pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

Selain itu Wawancara dilakukan dengan Ibu Hernawati pada tanggal Selasa 

07 April 2026 pukul 12.00 WIB. beliau juga menyampaikan bahwa informasi 

mengenai penataan jaringan kabel listrik belum tersampaikan dengan baik kepada 

masyarakat. Menurutnya, masyarakat hanya mengetahui secara umum tanpa 

memahami isi kebijakan secara mendalam. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Saya pernah dengar soal penataan kabel, tapi tidak tahu detailnya. Tidak 

pernah ada penjelasan langsung dari pemerintah ke masyarakat.” 

Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa kondisi jaringan kabel 

listrik di lingkungan tempat tinggalnya masih terlihat semrawut di beberapa titik. 

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara merata. 

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat sebenarnya mendukung 

adanya penataan jaringan kabel listrik, karena dapat meningkatkan keamanan dan 

kerapian lingkungan. Namun, masyarakat berharap adanya tindakan yang lebih 

nyata dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki 

harapan terhadap pelaksanaan kebijakan, namun masih kurang mendapatkan 

informasi yang memadai. 

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan 

penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua sudah berjalan, terutama 

dalam bentuk koordinasi antar instansi seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

dengan pihak PLN. Namun demikian, komunikasi yang dilakukan masih lebih 

terfokus pada tingkat instansi dan belum menjangkau masyarakat secara optimal. 

Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara 

jelas mengenai kebijakan tersebut. Selain itu, koordinasi antar instansi juga masih 

perlu ditingkatkan agar lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan 

kebijakan dapat berjalan dengan lebih efektif.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek komunikasi dalam 

implementasi kebijakan ini sudah ada, namun masih belum maksimal dan 

memerlukan perbaikan, terutama dalam hal penyampaian informasi kepada 

masyarakat. 

b. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Dalam Implementasi 

Kebijakan 

Bapak Ari Martiansyah S.T  selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 02 April 

2026 Pukul 09.00 WIB. Menunjukkan bahwa secara umum sumber daya manusia 
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yang dimiliki oleh dinas sudah ada, namun belum sepenuhnya mencukupi untuk 

melakukan pengawasan secara menyeluruh di lapangan. 

Beliau menjelaskan bahwa luasnya wilayah yang harus diawasi menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut, sehingga pengawasan 

tidak dapat dilakukan secara maksimal di seluruh titik. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Kalau untuk sumber daya manusia sebenarnya sudah ada, tetapi untuk 

pengawasan di lapangan masih belum maksimal, karena wilayah yang 

cukup luas dan jumlah petugas yang terbatas.” 

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini sudah tersedia, namun 

belum sepenuhnya memadai untuk melakukan penataan yang lebih optimal. Lebih 

lanjut, beliau menambahkan bahwa dalam pelaksanaan penataan jaringan kabel 

listrik, masih terdapat keterbatasan dalam penggunaan teknologi, terutama dalam 

hal pengawasan dan pemantauan kondisi di lapangan. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sumber daya 

telah tersedia, namun masih perlu peningkatan agar pelaksanaan kebijakan dapat 

berjalan dengan lebih efektif. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi S.T selaku 

vendor PLN pada hari senin tanggal 06 April 2026 pukul 10.00 WIB, diketahui 

bahwa dari sisi teknis, PLN telah memiliki tenaga kerja serta fasilitas yang cukup 

dalam pengelolaan jaringan listrik. Namun demikian, dalam konteks penataan 

jaringan kabel listrik yang disesuaikan dengan kebijakan tata ruang, masih terdapat 
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beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait kondisi jaringan yang sudah ada 

sebelumnya. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Untuk tenaga teknis sebenarnya sudah ada, dan peralatan juga tersedia. 

Tapi kalau untuk penataan, tidak semua bisa langsung dilakukan, karena 

jaringan yang sudah lama terpasang itu tidak bisa langsung diubah.” 

Beliau juga menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, keterbatasan ruang 

di lapangan menjadi kendala dalam melakukan penataan jaringan kabel listrik. Hal 

ini menyebabkan proses penataan harus dilakukan secara bertahap. Selain itu, 

beliau juga menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pengelolaan jaringan 

listrik sudah ada, namun untuk penataan yang lebih terintegrasi dengan tata ruang 

masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun PLN memiliki 

sumber daya yang cukup, namun dalam pelaksanaan penataan masih menghadapi 

kendala teknis di lapangan. 

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi Susanti pada hari 

selasa tanggal 07 April 2026 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa masyarakat 

menilai penataan jaringan kabel listrik di lingkungan mereka masih belum optimal. 

Beliau menyampaikan bahwa kondisi kabel listrik di beberapa lokasi masih terlihat 

semrawut, sehingga menunjukkan bahwa sumber daya yang ada belum 

dimanfaatkan secara maksimal. 

Sebagaimana yang disampaikan: 
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“Kalau dilihat di lingkungan kami, kabel listrik itu masih banyak yang tidak 

rapi. Jadi menurut saya penataannya belum maksimal.” 

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa keberadaan petugas di 

lapangan tidak terlalu sering terlihat, sehingga masyarakat menilai bahwa 

pengawasan terhadap penataan jaringan kabel listrik masih kurang. Dari penjelasan 

tersebut dapat diketahui bahwa dari sudut pandang masyarakat, sumber daya yang 

ada belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. 

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Ibu Hernawati pada hari selasa 

tanggal 07 April 2026 pukul 12.00 WIB juga menunjukkan hal yang tidak jauh 

berbeda. Beliau menyampaikan bahwa kondisi jaringan kabel listrik di lingkungan 

tempat tinggalnya masih belum tertata dengan baik. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Kalau menurut saya, kabel listrik masih banyak yang semrawut. Jadi 

memang belum terlihat perubahan karena dapat menimbulkan resiko 

kebakaran.” 

Beliau juga menambahkan bahwa kemungkinan kendala dalam pelaksanaan 

kebijakan ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pengawasan serta kondisi 

jaringan lama yang sudah sulit untuk ditata ulang. 

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat sebenarnya 

berharap adanya penataan yang lebih baik, namun pelaksanaannya masih belum 

merata di semua wilayah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat masih melihat adanya kekurangan dalam pemanfaatan sumber daya 

yang ada, sehingga penataan jaringan kabel listrik belum berjalan secara maksimal. 
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Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam 

pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua pada 

dasarnya sudah tersedia, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan 

prasarana. 

Dengan demikian, sumber daya tersebut belum sepenuhnya mencukupi 

untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Keterbatasan jumlah 

petugas, luasnya wilayah pengawasan, serta kondisi jaringan lama menjadi faktor 

yang mempengaruhi efektivitas penataan di lapangan. Selain itu, pemanfaatan 

teknologi dan fasilitas pendukung juga masih perlu ditingkatkan agar dapat 

mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih maksimal. 

c. Adanya Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Martiansyah selaku Kepala 

Bidang Penataan Ruang yang dilakukan pada hari kamis tanggal 02 April 2026 

pukul 09.00 WIB, diketahui bahwa pemerintah daerah pada dasarnya memiliki 

komitmen dalam melaksanakan kebijakan penataan jaringan kabel listrik. Beliau 

menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah 

dalam menciptakan tata ruang yang lebih tertib dan teratur, sehingga 

pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama antar instansi terkait. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Kalau dari sisi pemerintah, tentu ada komitmen untuk menjalankan 

kebijakan ini, karena memang penataan jaringan kabel listrik itu bagian 

dari penataan ruang yang sudah diatur dalam Perda. Jadi kami di dinas ini 

berusaha menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Namun memang 
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dalam pelaksanaannya tidak bisa langsung semuanya berjalan sesuai yang 

diharapkan, karena kondisi di lapangan itu berbeda-beda. Jadi biasanya 

kami lakukan secara bertahap, sambil melihat kondisi yang ada, dan tetap 

berkoordinasi dengan instansi terkait.” 

Dengan demikian, beliau juga menyampaikan bahwa dalam 

pelaksanaannya, masih diperlukan proses penyesuaian di lapangan. Hal ini 

disebabkan karena kondisi yang ada tidak selalu sesuai dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa dalam beberapa 

kondisi, penegakan aturan belum dapat dilakukan secara maksimal karena 

mempertimbangkan kondisi sosial dan teknis di lapangan. 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa meskipun terdapat 

komitmen dari pemerintah daerah, namun pelaksanaannya masih dilakukan secara 

bertahap dan menyesuaikan kondisi yang ada. 

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Bapak Rudi S.T selaku vendor PLN 

pada hari senin tanggal 06 April 2026 pukul 10.00 WIB menunjukkan bahwa pihak 

PLN juga memiliki sikap yang mendukung terhadap kebijakan penataan jaringan 

kabel listrik. Beliau menyampaikan bahwa penataan jaringan kabel listrik tidak 

hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga berkaitan dengan 

aspek keselamatan dan keandalan jaringan listrik itu sendiri. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Kalau dari PLN sendiri, tentu kami mendukung adanya penataan jaringan 

kabel listrik ini, karena selain untuk kerapian juga untuk keamanan. Jadi 

sebenarnya tujuan dari kebijakan ini sejalan juga dengan kepentingan kami 
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di PLN. Tapi di lapangan memang tidak semua bisa langsung dilakukan, 

karena jaringan yang sudah lama terpasang itu tidak bisa langsung diubah 

begitu saja. Jadi biasanya kami menyesuaikan secara bertahap, sambil 

tetap mengikuti arahan dari pemerintah daerah.” 

Dengan demikian, beliau juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, 

tidak semua kebijakan dapat langsung diterapkan di lapangan. Hal ini disebabkan 

oleh adanya keterbatasan teknis serta kondisi jaringan yang sudah terpasang 

sebelumnya. Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa dalam beberapa kondisi, 

penyesuaian terhadap kebijakan harus dilakukan secara bertahap agar tidak 

mengganggu sistem jaringan yang sudah berjalan. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PLN memiliki sikap 

yang positif terhadap kebijakan, namun pelaksanaannya masih menghadapi 

beberapa kendala teknis yang memerlukan penyesuaian. 

Selanjutnya dengan Ibu Elvi Susanti pada hari selasa tanggal 07 April 2026 

pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya memberikan respon 

yang cukup baik terhadap kebijakan penataan jaringan kabel listrik. Beliau 

menyampaikan bahwa masyarakat mendukung adanya penataan tersebut karena 

dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, terutama dalam hal 

kerapian dan keamanan. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Kalau menurut saya, penataan kabel itu memang bagus dan perlu 

dilakukan, karena kalau dilihat sekarang masih banyak yang semrawut. 

Jadi kalau ditata dengan baik, pasti lebih rapi dan juga lebih aman untuk 
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masyarakat. Tapi kenyataannya di lapangan belum semua berubah, masih 

banyak juga kabel yang tidak tertata. Jadi menurut saya pemerintah 

memang sudah ada usaha, tapi pelaksanaannya belum merata.” 

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Hernawati pada hari selasa 

tanggal 07 April 2026 pukul 12.00 WIB menunjukkan bahwa masyarakat juga 

memiliki pandangan yang serupa terkait kebijakan penataan jaringan kabel listrik. 

Beliau menyampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak kebijakan 

tersebut, bahkan mendukung jika pelaksanaannya dapat memberikan dampak 

positif bagi lingkungan. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Kalau untuk penataan kabel, saya rasa masyarakat pasti setuju, karena itu 

juga untuk kebaikan bersama. Kalau kabel rapi, lingkungan juga jadi lebih 

bagus dan tidak membahayakan, Tapi memang sampai sekarang masih 

belum terlihat perubahan yang signifikan di semua tempat. Jadi 

harapannya ke depan bisa lebih diperhatikan lagi, supaya hasilnya bisa 

dirasakan oleh semua masyarakat.” 

Namun demikian, beliau juga menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

tersebut masih belum merata, sehingga belum semua masyarakat merasakan 

manfaatnya secara langsung. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa 

masyarakat berharap adanya peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga 

dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. 
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki 

sikap yang positif terhadap kebijakan, namun masih menilai bahwa pelaksanaannya 

belum optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa secara umum para pelaksana kebijakan, baik dari pemerintah daerah maupun 

pihak PLN, memiliki sikap yang mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan 

penataan jaringan kabel listrik. Selain itu, masyarakat juga memberikan respon 

yang positif terhadap kebijakan tersebut, karena dianggap dapat memberikan 

manfaat dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan aman. 

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala 

yang menyebabkan kebijakan belum berjalan secara maksimal. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun disposisi pelaksana sudah baik, namun masih 

diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai secara optimal. 

d. Adanya Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Martiansyah S.T pada hari 

kamis tanggal 02 April 2026 pukul 09.00 WIB, diketahui bahwa pembagian tugas 

antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel listrik sudah 

diatur sesuai dengan kewenangan masing-masing. Beliau menjelaskan bahwa Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan 

pemanfaatan ruang, sedangkan pelaksanaan teknis jaringan listrik menjadi 

tanggung jawab pihak PLN. 

Sebagaimana yang disampaikan: 
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“Kalau untuk pembagian tugas sebenarnya sudah jelas, masing-masing 

instansi sudah punya perannya. Kami di penataan ruang lebih ke 

pengaturan dan pengawasan, sementara untuk teknis di lapangan itu 

biasanya oleh PLN. Tapi dalam pelaksanaannya memang tetap harus ada 

koordinasi, karena kalau tidak, bisa saja terjadi perbedaan di lapangan. 

Jadi biasanya kami tetap saling berkomunikasi agar pelaksanaannya sesuai 

dengan aturan yang ada.” 

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa prosedur atau pedoman dalam 

pelaksanaan kebijakan sebenarnya sudah ada, namun dalam penerapannya masih 

perlu penyesuaian dengan kondisi di lapangan. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Rudi S.T selaku vendor PLN 

pada hari senin tanggal 06 April 2026 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa pihak 

PLN dalam pelaksanaan jaringan listrik tetap mengacu pada prosedur internal yang 

telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, pihak PLN juga 

harus menyesuaikan dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Kalau dari PLN sendiri sebenarnya sudah ada prosedur kerja untuk 

pengelolaan jaringan listrik. Tapi untuk penataan yang berkaitan dengan 

tata ruang, kami tetap harus menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah 

daerah. Jadi biasanya kami koordinasi dulu, terutama kalau ada kegiatan 

di lapangan, supaya tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap 

aturan yang berlaku.” 
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Beliau juga menambahkan bahwa dalam beberapa kondisi, koordinasi antar 

instansi masih belum berjalan secara maksimal, sehingga diperlukan komunikasi 

yang lebih intensif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi Susanti pada hari selasa 

tanggal 07 April 2026 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa masyarakat tidak 

mengetahui secara jelas mengenai struktur birokrasi yang terlibat dalam penataan 

jaringan kabel listrik. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat hanya mengetahui 

pihak PLN sebagai instansi yang menangani jaringan listrik, sementara peran 

instansi lain tidak diketahui secara jelas. 

Sebagaimana yang disampaikan: 

“Kalau soal instansi yang terlibat, saya kurang tahu, yang saya tahu hanya 

PLN saja. Kalau dinas atau yang lain, kami tidak begitu tahu perannya. 

Jadi kalau ada masalah, biasanya masyarakat juga bingung harus melapor 

ke mana, karena tidak tahu siapa yang bertanggung jawab langsung.” 

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa mekanisme pengaduan terkait 

jaringan kabel listrik belum diketahui secara jelas oleh masyarakat, sehingga 

masyarakat cenderung tidak melaporkan permasalahan yang terjadi. 

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Ibu Hernawati pada hari selasa 

tanggal 07 April 2026 pukul 12.00 WIB menunjukkan bahwa masyarakat juga 

memiliki keterbatasan dalam memahami struktur birokrasi yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijakan. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat hanya 

mengetahui secara umum bahwa PLN bertanggung jawab terhadap jaringan listrik, 
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namun tidak mengetahui adanya keterlibatan instansi lain dalam penataan jaringan 

kabel listrik. 

 Sebagaimana yang disampaikan: 

“Kalau untuk urusan kabel listrik, biasanya masyarakat hanya tahu PLN 

saja. Kalau ada dinas lain yang terlibat, kami tidak begitu tahu. Jadi kalau 

ada masalah, biasanya hanya dibicarakan saja di lingkungan, tidak tahu 

harus melapor ke mana atau bagaimana prosesnya." 

Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat berharap adanya kejelasan 

mengenai pihak yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat lebih mudah 

menyampaikan keluhan atau permasalahan yang terjadi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel 

listrik di Kecamatan Deli Tua pada dasarnya sudah terbentuk, dengan adanya 

pembagian tugas antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta pihak PLN. 

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, 

terutama dalam hal koordinasi antar instansi yang belum sepenuhnya optimal. 

Selain itu, masyarakat juga belum memahami secara jelas struktur birokrasi yang 

terlibat, sehingga mengalami kesulitan dalam menyampaikan permasalahan yang 

terjadi di lapangan, dapat dikatakan bahwa meskipun struktur birokrasi sudah ada, 

namun masih diperlukan peningkatan dalam hal koordinasi serta penyampaian 

informasi kepada masyarakat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih 

efektif. 

4.2 Pembahasan 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan melalui 

wawancara dengan empat orang informan, maka pembahasan dalam penelitian ini 

dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards 

III. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. 

Adapun pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Adanya Proses Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan 

Dalam teori Edwards III, komunikasi merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan karena berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan 

disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik mencakup 

kejelasan informasi, konsistensi penyampaian, serta penyebaran informasi kepada 

seluruh pihak yang berkepentingan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan penataan 

jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua sudah berjalan, terutama pada tingkat 

instansi. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi antara Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang dengan pihak PLN sebagai pelaksana teknis di lapangan. Komunikasi 

tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, penyampaian informasi secara resmi, 

serta komunikasi langsung ketika terdapat kegiatan di lapangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa informasi kebijakan telah tersampaikan kepada pihak yang 

terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. 

Dengan demikian, jika dilihat dari sisi masyarakat, komunikasi yang 

dilakukan belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara 
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yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara 

jelas mengenai kebijakan penataan jaringan kabel listrik. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya sosialisasi antara pemerintah daerah dan pihak PLN dengan masyarakat. 

Selain itu, masih terdapat perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan teknis di 

lapangan dan pengaduan dari masyarakat mengenai cara melaporkan kebijakan 

tersebut, yang menunjukkan bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi masih 

perlu ditingkatkan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi 

kebijakan ini sudah ada, namun belum sepenuhnya efektif karena belum 

menjangkau seluruh pihak, khususnya masyarakat sebagai penerima dampak 

kebijakan. 

2. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Dalam Pelaksanaan 

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mendukung 

pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, 

dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kedisiplinan, serta 

tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sarana dan prasarana juga 

menjadi pendukung penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui bahwa sumber daya dalam pelaksanaan penataan jaringan 

kabel listrik di Kecamatan Deli Tua pada dasarnya sudah tersedia. Namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa keterbatasan, terutama dalam jumlah 

petugas yang melakukan pengawasan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya anggaran dari negara untuk melakukan perekrutan petugas khusus 

pengawasan di lapangan. 
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Selain itu, sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya mendukung 

penataan jaringan kabel listrik secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya 

kabel yang belum tertata dengan baik di beberapa Lokasi. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasannya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sehingga belum mampu 

menyediakan fasilitas penunjang secara optimal, dan selain itu kondisi jaringan 

kabel listrik yang sudah lama terpasang menjadi kendala teknis dalam proses 

penataan, karena tidak dapat langsung dilakukan perubahan tanpa 

mempertimbangkan risiko terhadap sistem jaringan yang sudah berjalan. 

Di sisi lain, kondisi jaringan lama juga menjadi kendala dalam proses 

penataan, sehingga tidak semua perubahan dapat dilakukan secara langsung. 

Dengan demikian, sumber daya yang ada masih perlu ditingkatkan agar 

pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. 

3. Adanya Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan 

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sikap yang dimaksud adalah 

bagaimana komitmen, keseriusan, serta dukungan dari pelaksana dalam 

menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, 

diketahui bahwa pihak pemerintah daerah dan PLN pada dasarnya memiliki sikap 

yang mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel listrik. 

Hal ini terlihat dari adanya upaya untuk menyesuaikan pelaksanaan di lapangan 

dengan aturan yang berlaku. 
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Masyarakat juga memberikan respon yang positif terhadap kebijakan 

tersebut, karena dianggap dapat memberikan manfaat dalam menciptakan 

lingkungan yang lebih rapi dan aman. 

Memang masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan 

kebijakan di lapangan. Permasalahan tersebut bukan berasal dari sikap penolakan, 

melainkan dari kendala teknis dan implementasi. Komitmen pemerintah daerah 

terlihat dari adanya upaya untuk tetap menjalankan kebijakan sesuai dengan 

Peraturan Daerah serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Sementara 

itu, pihak PLN juga menunjukkan komitmen melalui dukungan terhadap kebijakan 

serta penyesuaian pelaksanaan teknis di lapangan, meskipun dilakukan secara 

bertahap.  

4. Adanya Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan 

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang mengatur pembagian 

tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur yang jelas akan 

mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan struktur yang kurang 

terkoordinasi dapat menimbulkan hambatan di lapangan. Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penataan jaringan kabel listrik telah 

terdapat pembagian tugas antara instansi yang terlibat, seperti pemerintah daerah 

dan pihak PLN. 

Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi antar instansi masih perlu 

ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, 

masyarakat masih belum mengetahui secara jelas pihak-pihak yang bertanggung 

jawab. Karena itu, tanggung jawab kedua instansi tersebut juga mencakup 



52 

 

 

 

penanganan permasalahan dan keluhan masyarakat terkait kondisi jaringan kabel 

listrik, baik yang berkaitan dengan keamanan, kerapian, maupun gangguan teknis 

lainnya. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, masyarakat belum 

memahami secara jelas pembagian tanggung jawab tersebut, sehingga sering 

mengalami kebingungan dalam menyampaikan pengaduan atau permasalahan yang 

terjadi di lingkungan mereka. 

Dengan demikian, struktur pelaksanaan kebijakan sudah ada, tetapi masih 

perlu ditingkatkan terutama dalam hal koordinasi dan penyampaian informasi. Oleh 

karena itu, hal yang perlu ditingkatkan dalam struktur birokrasi adalah penguatan 

koordinasi antar instansi serta peningkatan penyampaian informasi kepada 

masyarakat. Koordinasi yang lebih intensif dan terarah sangat penting untuk 

memastikan adanya keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan teknis di 

lapangan, serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan. Selain 

itu, penyampaian informasi kepada masyarakat juga memiliki peran penting agar 

masyarakat mengetahui pihak yang bertanggung jawab, memahami mekanisme 

pengaduan, serta dapat berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam 

penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan, namun belum optimal. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1.Komunikasi 

Komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak PLN sudah berjalan 

melalui koordinasi dan komunikasi langsung. Namun, penyampaian 

informasi kepada masyarakat masih belum optimal, karena pemerintah 

daerah dan pihak PLN tidak ada melalukan sosialisasi langsung kepada 

masyarakat tentang kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat belum 

memahami kebijakan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa 

komunikasi belum sepenuhnya efektif karena belum menjangkau seluruh 

pihak yang berkepentingan. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya pada dasarnya sudah tersedia, baik dari segi tenaga kerja 

maupun fasilitas. Namun, keterbatasan jumlah petugas, kurangnya 

dukungan sarana dan prasarana, serta kondisi jaringan lama menjadi 

kendala dalam pelaksanaan penataan, sehingga implementasi kebijakan 

belum berjalan secara maksimal. 
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3. Disposisi (Sikap Pelaksana) 

Disposisi pelaksana menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah 

daerah, pihak PLN, dan masyarakat terhadap kebijakan ini. Namun, 

meskipun tidak terdapat penolakan, pelaksanaan kebijakan masih 

menghadapi kendala teknis dan dilakukan secara bertahap, sehingga 

hasilnya belum merata di seluruh wilayah. 

  4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan sudah terbentuk dengan 

adanya pembagian tugas antara instansi terkait. Namun, koordinasi antar 

instansi masih belum optimal, karena tidak adanya penyampaian kepada 

masyarakat tentang tata cara mengajukan pengaduan serta dilaporkan 

dengan instansi apa, dan maka dari itu masyarakat belum memahami secara 

jelas pihak yang bertanggung jawab, sehingga menyulitkan dalam 

penyampaian pengaduan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua belum berjalan secara 

maksimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam 

penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat 

Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan secara lebih 

intensif dan merata kepada masyarakat, tidak hanya melalui media formal, 

tetapi juga melalui pendekatan langsung seperti penyuluhan di lingkungan 

masyarakat. Hal ini penting karena berdasarkan hasil penelitian, masyarakat 

masih belum memahami kebijakan secara jelas, sehingga berdampak pada 

rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung 

penataan jaringan kabel listrik. 

2. Penguatan Koordinasi Antar Instansi 

Diperlukan adanya sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan 

berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pihak PLN, misalnya melalui 

penjadwalan rapat rutin atau pembentukan tim terpadu. Hal ini bertujuan 

untuk menyelaraskan kebijakan dengan pelaksanaan teknis di lapangan 

serta meminimalisir kendala yang muncul akibat perbedaan kondisi di 

lapangan. 

3. Peningkatan Sumber Daya dan Teknologi 

Pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas sumber daya 

manusia, khususnya dalam pengawasan di lapangan. Selain itu, diperlukan 

dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai, termasuk pemanfaatan 

teknologi dalam pemantauan jaringan kabel listrik. Hal ini penting 

mengingat keterbatasan petugas serta kondisi jaringan lama menjadi 

kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. 
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4. Peningkatan Pengawasan dan Ketegasan Implementasi 

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara lebih 

konsisten dan menyeluruh di seluruh wilayah. Selain itu, diperlukan 

ketegasan dalam penerapan aturan agar penataan jaringan kabel listrik tidak 

hanya dilakukan secara bertahap tanpa arah yang jelas, tetapi dapat 

mencapai hasil yang optimal dan merata. 

5. Penyediaan Mekanisme Pengaduan yang Jelas 

Pemerintah daerah dan pihak PLN perlu menyediakan mekanisme 

pengaduan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan 

pengaduan berbasis online atau posko pengaduan di tingkat kecamatan. Hal 

ini penting karena berdasarkan hasil penelitian, masyarakat masih 

mengalami kebingungan dalam menyampaikan keluhan akibat kurangnya 

informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab. 

6. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi kebijakan 

ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menambahkan variabel 

lain, seperti aspek pengawasan, partisipasi masyarakat, atau efektivitas 

kebijakan, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehen.
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